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MUHSIN (B11109465). Tinjauan Yuridis Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 
2013 Tentang Larangan Memasang Iklan Atau Baliho di Taman Jalan dan 
Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. dibimbing oleh 
Achmad Ruslan dan Hamzah Halim. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pelaksanaan 
Peraturan Walikota, koordinasi antara dinas yang terkait serta implikasi 
hukumnya terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada dua cara yaitu 
metode interview atau wawancara dan metode dokumentasi yaitu penulis 
mengambil dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan pihak yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dan disajikan secara deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan: 1). Perwali Nomor 18 Tahun 2013 dalam 
pelaksanaannya ada di bawah wewenang Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota makassar sebagai 
yang berwenang memberi izin pemasangan reklame dan mengatur 
tentang taman jalan. 2) Perwali Nomor 18 tahun 2013 tentang larangan 
memasang iklan atau baliho di taman jalan kurang efektif disebabkan terdapat 
konflik norma yang terkandung dalam peraturan walikota yang satu dengan yang 
lainnya, serta kurangnya koordinasi antara dinas terkait dalam hal 
penataan reklame di kota Makassar. 3). Implikasi Hukum dari 
pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2013 meniscayakan perlunya 
perubahan atau revisi dari materil perwali yang mengatur tentang 
pelaksanaan pengaturan dan penataan taman jalan. Berdasarkan hasil 
penelitian, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1). Dalam 
pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2013 di harapkan agar Dinas 
berwenang dalam hal ini Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 
Lebih teliti dalam memberi izin dan Dinas kebersihan dan Pertamanan 
tegas dalam memberikan sanksi bagi oknum yang melakukan 
pelanggaran terhadap perwali tersebut 2) Diharapkan agar lebih efektifnya 
pelaksanaan pengaturan pemasangan reklame, dan diharapkan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar banyak terlibat dan saling 
berkoordinasi dan bersinergi khususnya antara Dinas kebersihan dan 
pertamanan dan Dinas pendapatan daerah serta semua stakeholder yang 
berkepentingan dalam hal pemasangan reklame 3). Diharapkan agar ke 
depan ada perubahan atau revisi oleh pemerintah kota Makassat terkait 
dengan Perwali yang lebih fleksibel yang memberikan wewenang kepada 
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A. Latar Belakang  
 Keberadaan otonomi daerah memberikan akses yang sebesar-
besarnya kepada setiap daerah untuk mendesain pembangunannya 
sendiri sesuai dengan kondisi geografis dan demografis masing-masing 
daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana 
pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber 
daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 
daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu perkembangan 
kegiatan ekonomi yang baik di wilayah tersebut  
 Suatu wilayah daerah yang maju dan berkembang sangat 
ditunjang oleh pendapatan asli daerah yang baik dan pemerintah selaku 
eksekutif mampu memanfaatkan potensi daerah yang dimilikinya. 
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Program Pembangunan 
Nasional, menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan 
daerah secara profesional, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. 
Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi 
kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Berdasarkan 
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 pasal 258 tentang Pemerintah 
Daerah, sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai 
berbagai kegiatan Daerah Otonom terdiri dari:  
1. pajak daerah;  
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2. retribusi daerah;  
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.  
 Pajak reklame merupakan salah satu pendapatan asli daerah 
yang sumbangsihnya sangat besar terhadap penerimaan daerah 
khususnya kota besar. Tentunya setiap daerah punya aturan masing-
masing tentang pengaturan pemasangan reklame, agar keindahan kota 
tetap terjaga dan tidak terjadi kesemrawutan dalam pemasangannya. 
Khusus Kota Makassar hal mengenai ketentuan perizinan reklame, 
kewajiban dan larangan, sanksi admnistratif dan ketentuan pidana diatur 
dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Sering  terlihat 
di Kota Makassar bagaimana reklame menjamur di taman jalan, trotoar, 
taman kota bahkan berdampingan dengan rambu jalan sehingga 
terhalangi dan pengguna jalan tidak dapat melihat dengan baik.  
Dalam hal penataan ruang publik khususnya jalan di kota Makassar  
mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2013 
Perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2010 Tentang 
Pengaturan Pemasangan Reklame, Atribut Partai Politik Dalam Kota 
Makassar selain mengatur larangan pemasangan yang berupa umbul-
umbul, Spanduk, Baliho dan Banner tidak diizinkan di halaman kantor 
pemerintah; halaman sekolah; pohon dan tanaman pelindung;melintang di 
atas jalan; trotoar dan taman kota serta tiang traffic light. Selain tempat di 
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atas reklame juga dilarang pada lokasi : 1 Jalan Jenderal Sudirman, 
Jenderal Ahmad Yani; Penghibur; Pasar Ikan; UjungPandang; Riburane; 
Nusantara; Tentara Pelajar; Bawakaraeng; Ratulangi; Alauddin; Urip 
Sumoharjo; Bandang; Veteran; A.P. Pettarani; dan Jalan Perintis 
Kemerdekaan. 
 Pemerintah Kota Makassar lewat Peraturan Walikota (Perwali) 
Nomor 18 Tahun 2013 ini, telah membuat larangan memasang reklame, 
baliho, umbul-umbul, iklan, dan semacamnya di taman jalan. Namun 
hingga saat ini mereka masih terpajang, bahkan berdampingan dengan 
papan larangan Perwali. Media cetak di Makassar ramai menyoroti hal 
tersebut akhir tahun lalu, pemerintah mengatakan bahwa pajak reklame 
kota ini sedang kejar target pendapatan pertahun. 
.  Faktanya bahwa terdapat Peraturan Walikota yang justru 
muatannya secara materiil saling kontradiksi termasuk dalam hal 
penataan ruang publik yang berimplikasi pada target pendapatan asli 
daerah melalui ruang publik yang dijadikan medium komersial. 
Pemasangan Iklan, Baliho, Umbul-umbul, Spanduk, x Banner, merupakan 
bagian dari program pemerintah Kota Makassar untuk mendapatkan 
rupiah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan 
ruang terbuka, akan tetapi disisi lain hal tersebut mengganggu 
pemandangan Kota Makassar sebagai kota yang bersih dan indah, justru 
                                                          
1Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2013 Perubahan Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Pemasangan Reklame, Atribut 
Partai Politik Dalam Kota Makassar.  
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Makassar menjadi kota seribu satu baliho dengan menjadikan jalan dan 
taman jalan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.  
 Berdasarkan atas fakta tersebut diatas, dan penulis 
memperhatikan adanya gap antara peraturan yang ada dengan 
implementasi dari peraturan tersebut. Maka penulis mengangkat suatu 
penelitian yang berjudul : 
“Tinjauan Yuridis Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 
Tentang  Larangan Memasang Iklan atau Baliho di Taman Jalan 
dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar”  
A. Rumusan Masalah  
1. Bagaimanakah pelaksanaan Perwali No. 18 Tahun 2013? 
2. Bagaimana koordinasi antar SKPD dalam penataan iklan dan 
baliho di taman jalan ? 
3. Bagaimanakah implikasi hukum Perwali Nomor 18 Tahun 2013 
terhadap Pendapatan Asli Daerah ? 
B. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perwali No. 18 Tahun 2013. 
2. Untuk mengetahui koordinasi antar SKPD dalam penataan iklan 
dan baliho di taman jalan. 
3. Untuk mengetahui implikasi hukum Perwali Nomor 18 Tahun 2013 




C. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara 
lain : 
1. Dapat Menjadi masukan ataupun rujukan baik secara teoritis 
maupun secara praktik bagi para pihak pemerhati ilmu hukum 
khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan daerah.  
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk 
memahami implementasi peraturan Walikota secara teknis.  
3. Menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan hukum, akademisi, 

















TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pemerintahan Daerah 
Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas 
Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 
tahun 1945.2 
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan 
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki daerah 
yang sangat luas, Pemerintah Pusat mengadakan alat-alat perlengkapan 
setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang terdapat di 
daerah, ini disebabkan Pemerintah Pusat tidak dapat menangani secara 
langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Namun bukan berarti 
pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya. Meskipun Pemerintah 
Daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya 
termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat mencampuri bidang 
                                                          
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.   
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Eksekutif. Eksekutif merupakan wewenang dan tanggungjawab dari 
Kepala Daerah. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah ada pembagian tugas yang jelas. Kepala Daerah beserta 
perangkat daerah lainnya memimpin dalam bidang eksekutif dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bergerak dalam Bidang Legislatif.  
Desentralisasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 ayat 8 
adalah penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 
sistem Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah kepala 
daerah beserta perangkat daerah otonom yang sebagai badan eksekutif 
daerah. Artinya, lembaga eksekutif terdiri dari kepala daerah beserta 
perangkat daerah otonom yang lain.3 
Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia 
dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat 
penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian 
hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan 
pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah 
daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk 
untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
                                                          
3HAW Widjaja. 2011. “Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom”. Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada. Hal 6.   
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak bahwa tujuan yang 
akan diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah agar 
tidak terjadi penumpukan kekuasaan (concentration of power) pada satu 
pihak saja, yakni Pemerintah Pusat. Dan dengan desentralisasi 
diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (distribution of power) maupun 
transfer kekuasaan (transfer of power) dan terciptannya pelayanan 
masyarakat (public services) yang efektif, efisien dan ekonomis serta 
terwujudnya pemerintahan yang demokratis (democratic government) 
sebagai model pemerintahan modern serta menghindari lahirnya 
pemerintahan sentralistik yang sebenarnya sudah tidak populer. 
Pemerintahan sentralistik menjadi tidak popular karena tidak mampu 
memahami dan menerjemahkan secara cepat dan tepat nilai-nilai yang 
tumbuh dan berkembang di daerah, serta kurangnya pemahaman 
terhadap sentimen lokal. Salah satu alasan karena warga masyarakat 
merasa lebih aman dan tentram dengan badan pemerintah lokal yang 
lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, 
serta lebih baik secara fisik dan juga secara psikologis.4 
1. Fungsi dan Kewenangan Pemerintahan Daerah  
  Definisi fungsi pemerintahan dalam hukum tata negara tidak 
dijelaskan secara yuridis atau dalam artian bahwa tidak ada satupun 
undang-undang yang mendefinisikan fungsi sebagai terminologi hukum. 
Fungsi merupakan suatu terminologi yang bersifat umum dan universal 
                                                          
4 Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan Daerah. Jakarta : Grasindo. Hal 115.  
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yang bisa diartikan kegunaan atau manfaat sesuatu.Penggunaan term 
Fungsi secara teknis tergantung dari konteks dalam suatu disiplin ilmu. 
Dalam hukum ketatanegaraan fungsi juga adalah sebuah istilah yang 
digunakan secara teknis dan kontekstual. Fungsi itu terkait dengan peran 
yang dilekatkan pada subjek hukum dalam hal ini orang atau lembaga 
negara. 
  Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. 
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan 
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian 
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan 
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa 
ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule 
and the ruled).5 
 Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Berbicara kewenangan 
memang menarik, karena secara alamia manusia sebagai makhluk sosial 
memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu 
komunitasnya,dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan 
ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. 
 Definisi wewenang atau kewenangan menurut pendapat para ahli : 
                                                          
5Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 35-36.  
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1. George R.Terri mendefinisikan wewenang merupakan hak jabatan 
yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk 
memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat 
mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup. 
2. Mac Iver mendefinisikan wewenang sebagai suatu hak yang 
didasarkan pada suatu pengaturan sosial, yang berfungsi untuk 
menetapkan kebijakan, merumuskan keputusan, dan 
permasalahan penting dalam masyarakat. 
3. Soerjono Soekanto mendefinisikan wewenang adalah hak yang 
dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur karena 
adanya kekuasaan.  
Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu 
untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui 
oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Sementara ketika 
menyinggung tentang sumber-sumber kewenangan, maka secara umum 
terdapat 3 ( tiga ) sumber kewenangan yaitu : 
1. Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau 
lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-
Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai 
contoh :Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk 
Undang-Undang.6 
                                                          
6 ibid. hal., 36-37 
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2. Sumber Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan 
kewenanangan dari badan atau lembaga pejabat tata usaha 7  
Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada 
penerima delegasi.Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan 
DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah. 
3. Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung 
jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Sebagai contoh : 
Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri 
dimandatkan kepada bawahannya. 
Dari ketiga sumber tersebut maka atribusi, delegasi dan mandat 
merupakan sumber kewenangan yang bersifat formal, sementara dalam 
aplikasi dalam kehidupan sosial terdapat juga kewenanangan informal 
yang dimiliki oleh seseorang karena berbagai sebab seperti : Kharisma, 
kekayaan, kepintaran, ataupun kelicikan. 
2. Sumber atau Cara Memperoleh Kewenangan 
 
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan 
dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan 
disetiap negara hukum yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan 
demikian substansi atas asas setiap penyelenggaraan kenegaraan harus 
memiliki legitimasi, yaitu kewenangan legalitas adalah wewenang, yaitu 
kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu karena 
adanya amanat dari suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan 
                                                          
7Ibid.hal.,  38-39  
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(authority, gezag) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk 
orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan 
tertentu berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah. 
Memang hal ini tampak agak legalistis formal. Memang demikian halnya, 
hukum dalam bentuk aslinya bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha 
untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup 
bermasyarakat. Sedangkan wewenang (bevoeghoid), ini adalah 
kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. 
S.F.Marbun menyebutkan wewenang mengandung arti 
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara 
yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang 
yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang 
itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan 
dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak 
pemerintahan mendapat kekuasaan (rechskracht). Pengertian wewenang 
itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.8 
Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa 
digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat 
perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut 
“kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 
diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif 
secara administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan 
                                                          
8Ibid,. Hlm 40.  
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orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau 
urusan pemerintahan yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya 
mengenai sesuatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan 
Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Undang-undang dapat 
diperoleh melalui tiga cara, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. 
Atribusi adalah kewenangan yang secara langsung diberikan oleh 
Undang-undang, atau dengan kata lain atribusi merupakan kewenangan 
yang melekat pada suatu jabatan. Dalam atribusi, tanggung jawab dan 
tanggung gugat ada pada badan atau jabatan yang bersangkutan, apabila 
ada gugatan dari pihak tertentu maka yang bertanggungjawab adalah 
pemegang kewenangan itu, bukan pembentuk Undang-undang dasar dan 
pembuat Undang-undang. Atribusi atau atributie mengandung arti 
pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan 
kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama 
dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk menjalankan 
kewenangan itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian 
kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan 
dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal 
untuk diatur lebih lanjut. 
Sementara itu delegasi adalah penyerahan wewenang. 
Kewenangan berasal dari suatu organ pemerintah kepada organ 
pemerintah lain, berdasarkan Undang-undang. Jadi dalam delegasi terjadi 
pelimpahan wewenang, yang artinya bahwa pemberi wewenang tidak lagi 
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dapat menggunakan wewenangnya tersebut, kecuali pendelegasian 
tersebut dicabut dengan asas Contaririus actus. 
Cara perolehan kewenangan yang terakhir adalah mandat, mandat 
juga merupakan pelimpahan wewenang, namun dalam mandat baik pihak 
yang diberi maupun pihak yang memberi dapat menggunakan 
kewenangan tersebut. Untuk delegasi dan mandat, pada dasarnya 
merupakan perolehan kewenangan melalui pelimpahan kewenangan, 




1. Pendelegasian diberikan biasanya antar organ pemerintah satu 
dengan organ pemerintah yang lain, dan biasanya pihak pemberi 
wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang 
diberikan wewenang.  
2. Terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. 
3. Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang 
dimilikinya karena telah terjadi pengalihan wewenang kepada 
yang diserahi wewenang. 
4. Pemberi delegasi tidak wajib memberikan instruksi (penjelasan) 
kepada yang diserahi wewenang mengenai penggunaan 
wewenang tersebut namun berhak untuk meminta penjelasan 
mengenai pelaksanaan wewenang tersebut. 
15 
 
5. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang berada pada 
pihak yang menerima wewenang tersebut. 
b. Mandat 
1. Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal 
antara atasan dan bawahan. 
2. Tidak terjadi pengakuan kewenangan atau pengalihan 
kewenangan dalam arti yang diberi mandat hanya bertindak 
untuk dan atas nama yang memberikan mandat. 
3. Pemberi mandat masih dapat menggunakan wewenang 
bilamana mandat telah berakhir. 
4. Pemberi mandat wajib untuk memberikan instruksi (penjelasan) 
kepada yang diserahi wewenang dan berhak meminta 
penjelasan mengenai pelaksanaan wewenang tersebut. 
5. Tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tidak beralih dan 
tetap berada pada pihak yang memberi mandat. 
 
Dalam struktur organisasi lembaga negara, umumnya yang terjadi 
adalah pelimpahan wewenang. Lembaga negara dibentuk berdasarkan 
konstitusi (UUD) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam bentuk aturan 
pelaksanaan yakni Undang-undang. Berdasarkan atribusi, pimpinan suatu 
lembaga negara memiliki wewenang. Kewenangan ini tidak dapat 
dilaksanakan oleh pimpinan lembaga negara tersebut karenanya 
kemudian untuk pelaksanaannya secara teknis dilapangan, pimpinan 
lembaga tersebut dapat melimpahkan wewenangnya. Pelimpahan 
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wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan 
kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas 
kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini 
dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan alur ketertiban 
komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan 
secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
pelimpahan wewenang yang dapat dilimpahkan kepada pejabat 
bawahannya adalah wewenang penandatanganan. 
B. Peraturan Walikota 
Definisi Peraturan Daerah/Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 
UU 12/2011 yaitu: 
“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.” 
Peraturan Walikota, Terkait hal ini, Pasal 8 ayat (1) UU 
12/2011 mengatur:9 
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi 
yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 
setingkat.” 
  
                                                          
9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  
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Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-
undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun 
ditetapkan oleh walikota. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa 
Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Walikota. 
Namun begitu, Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 
berdasarkan kewenangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. 
Perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah Kota dengan Peraturan 
Walikota adalah: 
1.    Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (“DPRD”) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, 
sedangkan Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa 
melibatkan DPRD Kota 
2.    Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, 
sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah 
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU 12/2011: 
a) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam 
Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
b) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan 
dalam Berita Daerah. 
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Untuk konteks pemerintahan Kota Makassar maka dalam urusan 
teknis pelaksanaan pemerintahan membutuhkan berbagai regulasi yang di 
atur dalam Peraturan Walikota (Perwali) sebagai bagian pelaksanaan 
Pemerintahan di Daerah. Dalam hal ini penulis mengkaji masalah 
pengaturan larangan pemasangan iklan atau baliho di taman jalan diatur 
melalui Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013.  
C. Keuangan Daerah  
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana 
secara optimal apabila peyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti 
dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada 
daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah yang mengatur Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya 
disesuaikan dan selaraskan dengan pembagian kewenangan antara 
Pemerintah dan Daerah.10 Semua sumber keuangan yang melekat pada 
setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi 
sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan 
sumber keuangan yang antara lain berupa, Kepastian tersedianya 
pendanaan dari pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang 
diserahkan, Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan 
retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-
                                                          
10Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
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sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. 
Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah 
mengikuti fungsi pengelolaan keuangan.Pengelolaan Keuangan Daerah 
secara yuridis diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
Tentang pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara. 11  Sementara turunan Dalam aturan pelaksanaan tentang 
keuangan daerah disebutkan dalam Pasal 6 Permendagri No 13 Tahun 
2006, bahwa: 
“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. 
 
Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi  keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan 
keuangan daerah secara teknis kemudian diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2013 Pasal 3 meliputi kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, 
penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan 
penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, 
pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan 
keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 
                                                          
11Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan Pengelolaan Dan TanggungJawab 
Keuangan Negara.  
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daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan 
keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan 
manfaat untuk masyarakat. Proses Pengelolaaan keuangan daerah 
dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja 
daerah (APBD).12 
Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di atur mengenai pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah : 
1. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah 
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.  
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:  
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;  
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;  
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;  
d.  menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara 
pengeluaran;  
                                                          
12 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
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e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan daerah;  
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
utang dan piutang daerah;  
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
barang milik daerah; dan  
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 
tagihan dan memerintahkan pembayaran.  
 
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain diatur secara yuridis 
dalam undang-undang, interpretasi pendapatan asli daerah menurut pakar 
dari World Bank memberikan penjelasan bahwa batas 20% perolehan 
PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. 
Sekiranya PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan 
kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri. Pajak daerah, 
sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan 
oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah 
yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan 
oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang 
dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk 
komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah 
daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk 
mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak 
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daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan 
oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak 
diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi 
diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk 
yang membayar retribusi tersebut.13 
D. Konsep Dasar Penataan Ruang Publik  
Secara umum ruang publik (public space) dapat didefinisikan 
dengan cara membedakan arti katanya secara harfiah terlebih dahulu. 
Public merupakan sekumpulan orang-orang tak terbatas siapa saja dan 
space/ruang merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang terjadi 
akibatadanya unsur-unsur yang membatasinya.  
Istilah ruang publik (public space) juga pernah dilontarkan Lynch 
dengan menyebutkan bahwa ruang publik adalah nodes dan landmark 
yang menjadi alat navigasi didalam kota. Gagasan tentang ruang publik 
kemudian berkembang secara khusus seiring dengan munculnya 
kekuatan civil society. Dalam hal ini filsuf Jerman, Jurgen Habermas, 
dipandang sebagai penggagas munculnya ide ruang publik. Jurgen 
Habermas memperkenalkan gagasan ruang publik pertama kali melalui 
bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public 
Sphere: an Inquire Into a Category of Bourjuis Society yang diterbitkan 
sekitar tahun 1989.14 
                                                          
13 Muh.Ridhuansyah. 2003. Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD guna 
mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Fisip Universitas Indonesia: Jakarta. Data Pdf.  
14James Siahaan, 2010. “Ruang Publik : Antara Harapan dan Kenyataan”,Data Pdf. Hlm 2. 
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Ruang publik yang berbentuk ruang terbuka dapat digunakan 
sebagai wahana rekreasi, paru-paru kota, memberikan unsur keindahan, 
penyeimbang kehidupan kota, memberikan arti suatu kota dan kesehatan 
bagi masyarakat kota. Ruang publik juga bermanfaat untuk melayani 
kebutuhan masyarakat sebagai sarana rekreatif maupun sebagai tempat 
untuk melakukan interaksi dan kontak sosial dalam kehidupan 
masyarakat. Demi untuk menjamin kepentingan sosial bagi semua 
golongan masyarakat maka semestinya semua ruang publik tersebut 
adalah milik pemerintah kota. Keberadaan ruang publik pada suatu 
kawasan di pusat kota sangat penting artinya karena dapat meningkatkan 
kualitas kehidupan perkotaan baik itu dari segi lingkungan, masyarakat 
maupun kota melalui fungsi pemanfaatan ruang di dalamnya yang 
memberikan banyak manfaat.15 
Dalam pengembangan ruang publik dalam konteks perkotaan perlu 
memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh didalamnya. Sebagai 
suatu ruang publik, perlu diketahui karakteristik pemanfaatan ruangnya 
agar tercipta ruang luar yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
Faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan tersebut selain berupa 
aktivitas juga mempertimbangkan karakteristik ruang dan ketersediaan 
sarana pendukungnya. Bagaimana ketiga faktor tersebut (aktivitas, 
karakteristik ruang dan sarana pendukung) dapat saling mendukung agar 
terjadi kesesuaian pada tiap fungsi pemanfaatannya sehingga dapat 
                                                          
15Syaom Barliana dan Diah Cahyani. 2014. “Arsitektur, Urbanitas, dan Pendidikan Budaya 
Berkota”. CV. Budi Utama : Yogyakarta. Hal 120. 
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dijadikan sebagai arahan pengembangan ruang publik pada umumnya. 
Ruang publik sebagai ruang yang dapat diakses oleh setiap orang dan 
dengan sendirinya harus memberikan kebebasan bagi penggunanya. 
Penggunaan ruang publik sebagai ruang bersama merupakan bagian 
integral dari tata tertib sosial, sehingga perlu adanya pengendalian 
terhadap kebebasan tersebut. Pengendalian dalam penggunaan ruang 
publik berkaitan dengan toleransi akan kepentingan orang lain yang juga 
menggunakan ruang publik tersebut. Lokasi-lokasi yang menjadi ruang 
publik itu menjadi pusat komunitas untuk berinteraksi sosial. 16 
 
E. Aspek Yuridis Penataan Ruang Publik  
Peningkatan aktifitas pembangunan membutuhkan ruang yang 
semakin besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi 
lahan/kawasan secara signifikan. Euphoria otonomi daerah yang lebih 
berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga 
memotivasi pertumbuhan penyediaan sarana dan prasarana di daerah, 
yang faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan 
kawasan dalam jangka panjang. Di antara kenyataan perubahan lahan 
dapat ditemui pada pembangunan kawasan perkotaan yang 
membutuhkan ruang yang besar untuk menyediakan lahan untuk 
saranadan prasarana pemukiman, perindustrian, perkantoran, pusat-pusat 
perdagangan (central business district, CBD) dan sebagainya. Demikian 
                                                          
16Ibid,.. Hlm 124.   
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halnya pada pola perubahan kawasan seperti kawasan hutan menjadi 
lahan pertanian atau perkebunan, yang menyebabkan penurunan fungsi 
hutan sebagai kawasan penyangga, pemelihara tata air, pengendali 
perubahan iklim mikro dan sebagainya. Perubahan fungsi ruang kawasan 
menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti terjadinya 
pencemaran, kemacetan, hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau, 
serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan 
dan sebagainya. Pemanfaatan sumberdaya ruang juga dapat memicu 
perbedaan persepsi dan persengketaan tentang ruang, seperti munculnya 
kasus-kasus persengketaan batas wilayah pada berbagai daerah dan juga 
internasional. Hal tersebut seolah-olah menunjukan adanya trade off 
antara perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.17 
Setiap aktor pembangunan perlu menyadari terdapatnya 
perubahan perubahan yang fundamental, yang menuntut perubahan 
dalam pola pikir, pola hubungan, dan pola tindaknya terhadap sesama 
pelaku, masyarakat, dan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan 
penataan ruang, pada masa mendatang pola pemanfaatan ruang lebih 
ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor pasar, dan semakin berkurangnya 
peran kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan melalui mekanisme 
pemerintahan.  
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai tindak lanjut 
asas desentralisasi yang ditetapkan melalui UU No 23 tahun 2014 
                                                          
17Wahyu Surakusumah. – “Sistem Penataan Ruang dan Lingkungan”. Universitas Pendidikan 
Indonesia. Data Pdf, Hlm 1-2.   
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perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah, maka terjadi pergeseran peran dan tanggung jawab pengelolaan 
kegiatan pembangunan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan 
kabupaten/kota yang ditentunya lebih paham akan kondisi dan 
karakteristik wilayahnya mampu menfaatkan secara optimal sumber 
dayanya dengan tetap dilandasi oleh rasa kepemilikan dan tanggung 
jawab yang kuat untuk memelihara kelestarian lingkungan.18 
Kota Makassar dalam konsep penataan ruang mulai tidak 
memperhatikan nuansa keindahan kota, oleh sebab itu untuk lebih 
tertibnya pemasangan reklame atribut partai politik terutama pada jalan-
jalan protokol dan fasilitas umum dalam kota Makassar yang cenderung 
tidak lagi memperhatikan aspek keindahan kota dan ketertiban, maka 
dipandang perlu ditetapkan pengaturan pemasangan reklame atribut 
partai politik dalam kota makassar, sehubungan dengan hal tersebut maka 
dibuatkan aturan mengenai pemasangan reklame, dan atribut partai politik 
melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2013.  
 
F. Jalan dan taman jalan Sebagai Ruang Publik  
Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang 
masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas 
ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 
keleluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan 
                                                          




pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Jalan 
adalah garis komunikasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan di 
antara dua tempat yang berbeda, baik menggunakan kendaraan maupun 
berjalan kaki. Jika disebut jalur, jalan adalah cara untuk menuju akhir 
tujuan atau perjalanan. Jalan merupakan permukaan linier dimana 
pergerakan terjadi di antara dua tempat, sehingga dapat dikatakan fungsi 
jalan adalah menjadi penghubung antara dua bangunan, penghubung 
antara dua jalan dan penghubung antara dua kota. Jalan adalah 
komponen dari sistem komunikasi kota sebagai sarana pergerakan benda, 
masyarakat dan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain.19 
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di 
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 
Jaringan jalan merupakan salah satu pembentuk struktur kota, menjadi 
aspek penting dalam pembangunan wilayah, ekonomi, sosial dan politik. 
Melalui fungsinya sebagai sarana transportasi, jaringan jalan memiliki 
keterkaitan yang erat dengan pola penggunaan lahan perkotaan. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan menyatakan manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi 
jalan, dan ambang pengamannya. Ruang manfaat jalan merupakan ruang 
                                                          
19Op.cit. Syaom Barliana. Hlm 180. 
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sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu 
yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan 
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.20 
Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, 
perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, 
lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, 
perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Trotoar hanya 
diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Badan jalan hanya 
diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Saluran tepi 
jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar 
badan jalan bebas dari pengaruh air. Setiap orang dilarang memanfaatkan 
ruang publik kota yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.  
Dalam melakukan aktivitasnya, pejalan kaki membutuhkan suatu 
sarana berjalan kaki yang dikenal dengan sebutan jalur pejalan kaki atau 
jalur pedestrian. Jalur pedestrian ini adalah elemen yang esensial 
dalam urban design, dan bukan hanya menjadi bagian dari program 
beutifikasi. Lebih dari itu, jalur pedestrian menjadi suatu sistem 
kenyamanan dan elemen pendukung bagi efektivitas retail dan vitalitas 
ruang–ruang kota. Selanjutnya, dikatakan bahwa jalur pedestrian adalah 
bagian dari kota dimana orang bergerak dengan kaki, biasanya berada di 
sepanjang sisi jalan, baik yang direncanakan atau terbentuk dengan 
sendirinya, yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. 
                                                          
20Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 
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Berjalan kaki masih merupakan cara bergerak yang paling sering 
bagi kebanyakan orang. Dengan demikian sistem jalur pedestrian 
merupakan penghubung penting yang menghubungkan aktivitas–aktivitas 
yang ada di kawasan suatu kota, elemen ini menjadi sebuah elemen 
penyusun (structuring element), pergerakan pejalan kaki akan mengikuti 
jalur yang paling mudah, menghindari halangan-halangan, jalan terdorong 
oleh daya tarik visual, perubahan ketinggian, tekstur pergerakan. Namun 
demikian, tetap menuntut pencapaian yang aman. Menurut Spreiregen 
menyebutkan bahwa pejalan kaki tetap merupakan sistem transportasi 
yang paling baik meskipun memiliki keterbatasan kecepatan rata-rata 3–4 
km/jam serta daya jangkau yang sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik. 
Jarak 0,5 km merupakan jarak yang berjalan kaki yang paling nyaman.  
G. Kontribusi Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, 
mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses 
pembangunan. Pajak juga penting bagi daerah, merupakan salah satu 
pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-
undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi 
mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. 
Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang 
pajak, bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh 
pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berguna 
30 
 
untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil 
penerimaan tersebut masuk di dalam APBD.Sedang Retribusi Daerah 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.21 
Indonesia telah melalui beberapa fase dalam sistem perpajakan 
daerahnya, terakhir dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan yang 
dilakukan dengan Undang-undang  tersebut cukup signifikan, mulai dari 
pembatasan jenis pajak daerah, penguatan local taxing power, perubahan 
sistem pengawasan, sampai pada pengaturan untuk optimalisasi 
pemungutan dan pemanfaatan hasil pajak daerah. Pembatasan jenis 
pajak daerah dilakukan dengan menerapkan ‘closed-list’ sistem dengan 
menetapkan 16 jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah, yakni 5 jenis 
pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kota. Sektor reklame saat ini 
di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menjanjikan untuk 
mendapatkan keuntungan bagi pengusaha, dengan adanya bangunan 
reklame, maka tiap reklame tersebut akan dikenakan tarif Pajak Reklame 
sesuai dengan jenisnya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak 
Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Selain itu, Pajak 
Reklame dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas 
                                                          
21Siahaan,  Marihot, 2005. “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” PT.RajagrafindoPersada : Jakarta. 
Hal 76.  
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penyelenggaraan reklame. Subjek dan Objek Pajak Reklame disebutkan 
dalam UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pasal 48 bahwa subjek pajak 
reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. 
Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi yang 
menyelenggarakan reklame. Di sampng itu, dalam UU PDRD No. 28 
Tahun 2009 Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa objek pajak reklame 
adalah semua penyelenggaraan reklame. Dimana penyelenggaraan 
reklame tersebut meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan 
sejenisnya, reklame kain, reklamem melekat sticker, reklame selebaran, 
reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame 
apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan. Dan 
yang tidak termasuk objek pajak reklame adalah (a) penyelenggaraan 
reklame melalui internet, televisi, warta mingguan, warta bulanan, dan 
sejenisnya, (b) label/produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungi untuk membedakan dari produk sejenis 
lainnya, (c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat 
pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi 
tersebut, (d) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah, (e) penyelenggaraan reklame lainnya yang 
ditetapkan dengan peraturan daerah.22 
                                                          
22Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
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Reklame adalah salah satu cara yang dilakukan untuk dapat 
memperkenalkan produk yang dimiliki perusahan kepada konsumen 
dalam perdagangan. Reklame dibuat agar dapat menarik perhatian bagi 
orang yang membaca atau melihat sehingga dapat tertarik dengan apa 
yang dimuat dalam reklame tersebut. Namun dalam pemasangan reklame 
di wilayah perkotaan tidak sedikit pemasangan reklame secara liar yang 
dinilai melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Jalan secara 
teknis, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 :23 
1. Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan 
perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan 
ketentuan: 
a. Ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling 
rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; 
b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur 
lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.  
2. Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan 
perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar 
3. Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa 
membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan. 
                                                          
23Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan 
dan Penggunaan Jalan. 
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4. Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan 
pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan 
tertinggi. 
Pemasangan papan reklame, sebetulnya sudah ada 
mekanismenya, seperti papan reklame harus dipasang pada tempat yang 
memang tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar. Bila ada 
pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di 
kecamatan dan kelurahan untuk melarangnya dan mengarahkan 
pemasangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila 
pemasangan papan reklame tidak pada tempatnya, berdampak besar 
terhadap terganggunya keamanan dan kenyaman publik serta keindahan 
daerah. Bukan saja dilarang pasang di trotoar, konstruksi papan reklame 
juga harus melihat segi keamanan dan kenyamanan, jangan-jangan suatu 
ketika tiba tiba reklamenya roboh hingga menimbulkan korban bagi orang 
lain. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum agar tercapai 
ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan dalam perizinan reklame. 
Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
serta penegakan hukum.  
Bagi Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, reklame 
merupakan salah sumber APBD, dimana pelaku usaha yang 
berkepentingan terhadap pemasangan iklan tersebut membayar pajak 
dalam jumlah tertentu untuk pemasangan reklame dalam durasi tertentu di 
wilayah-wilayah strategis Kabupaten / Kotamadya. Selain itu reklame yang 
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tertata dengan baik di suatu wilayah dapat berfungsi edukatif dengan 
mensosialisasikan pesan-pesan yang mendidik kepada masyarakat, serta 
ikut serta mempercantik wilayah tersebut.  
H. Penegakan Hukum(Law Enforcement) 
1. Teori Penegakan Hukum  
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan 
ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 
kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses 
perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan 
usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang 
diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan 
suatu proses yang melibatkan banyak hal.24 
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-
kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap 
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam 
praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, 
                                                          
24Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32.  
35 
 
memberikan keadilandalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in 
concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum 
materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh 
hukum formal.25 
Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya 
merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, 
kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum 
merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi 
kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau 
kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum 
bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal 
secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun 
demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang 
bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:26 
1. Ditinjau dari sudut subyeknya  
Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua 
subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 
menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma 
aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan  
                                                          
25Ibid,. Hlm 33. 
26Ibid,. Hlm 34. 
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hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu 
aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: 
Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-
nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal 
maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. 
Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut 
penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 
 
2. Faktor -faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  
Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto adalah :27 
1. Faktor Hukum 
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan 
oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 
abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang 
telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau 
tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu 
yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 
                                                          
27Soerjono Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum 
CetakanKelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42.  
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bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan 
hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace 
maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya 
merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku 
nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 
2. Faktor Penegakan Hukum 
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 
kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu 
kunci keberhasilan dalam penegakanhukum adalah mentalitas atau 
kepribadian penegak hukum yang berintegritas dalam upaya 
penegakan hukum.  
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 
dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah 
pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung 
pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal 
polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah 
pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus 
yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut 
karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum 
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siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas  yang harus diemban oleh 
polisi begitu luas dan banyak. 
4. Faktor Masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat 
atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, 
persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan 
hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 
hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan.  
5. Faktor Kebudayaan 
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 
Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 
masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 
seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau 
mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, 
kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang 







A. Lokasi penelitian 
  Penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya pada institusi 
pemerintahan yang memiliki wewenang dalam pemberian izin 
pemasangan reklame di taman jalan Kota Makassar. Institusi tersebut 
mulai dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar dan DPRD Kota 
Makassar. 
B. Populasi dan Sampel                                                                                                        
1.  Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek 
penelitian. 28  Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan 
karakteristik yang berhubungan tema penelitian yang diangkat. 
Dalam hal ini sebagai pihak yang berperan penting dengan objek 
kajian, Anggota DPR Kota Makassar, Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Makassar, Dinas Pendapatan Daerah, dan 5 
Warga Kota Makassar.  
 
                                                          
28Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,, 2004, hlm.79.  
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2. Sampel  
Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu 
mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah sebahagian 
atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah sampel 
yang representatif, yaitu sampel yang dapat mewakili populasinya, 
maka pengambilan sampel dari populasi harus menggunakan 
teknik pengambilan sampel (sampling) yang benar. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 3 dari Anggota DPR Kota Makassar, 3 dari 
dinas pertamanan, 3 dari Dinas pendapatan daerah, dan 5 warga 
kota Makassar dari total jumlah populasi. Metode pengambilan 
sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode 
Non Probability Sampling dengan jenis Purpose Sampling, yaitu 
teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu, artinya 
orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel 
sehingga dipilihlah sampel tersebut. 
C. Jenis dan sumber data  
Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis data:  
1. Data Primer  
Data diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara 
langsung dengan institusi terkait seperti Kebersihan dan 
Pertamanan dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Data 
ini akan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diangkat 




2. Data Sekunder  
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni dengan 
mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab 
bacaan dari perpustakaan dan berbagai toko-toko buku. Buku yang 
digunakan adalah buku yang ada hubungannya atau relevansinya 
dengan pembahasan skripsi ini. Serta data pembanding yang 
didapatkan dari pemasang iklan dan masyarakat . 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah:  
1. Metode interview, yaitu penulis mengadakan wawancara dan 
Tanya jawab dengan institusi terkait dalam hal ini Dinas 
Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Pendapatan, Bagian Hukum, 
DPRD, serta warga masyarakat Kota Makassar.wawancara ini 
guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.  
2.  Metode dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dari 
dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diberikan pihak yang 






E. Analisis Data  
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang 
sifatnya kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis kualitatif, yaitu data tersebut diolah dan dianalisis 
secara dedukatif yaitu berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum kemudian meniliti persoalan yang bersifat dari 


















BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian (Kota Makassar) 
Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak 
di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang 
terletak antara antara 119o18'38” sampai 119o32'31”Bujur Timur dan 
antara 5o30'30” sampai 5o14'49” Lintang Selatan,yang berbatasan sebelah 
utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah 
selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas 
Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km2. Luas laut dihitung dari 12 mil 
dari daratan sebesar 29,9 Km2, dengan ketinggian topografi dengan 
kemiringan 0osampai 9oTerdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 diantaranya 
telah diberi nama dan 1 pulau yang belum diberi nama. Kota Makassar 
memiliki garis pantai kurang lebih 100 km yang dilewati oleh dua sungai 
yaitu Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang.  
Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-
2o(datar) dan kemiringan lahan3-15o(bergelombang) dengan hamparan 
daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari 
permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering 
mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun 
hujan bersamaan dengan naiknya air pasang Secara umum topografi Kota 
Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu : 
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 Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir 
pantai. 
 Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di 
Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.  
Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke 
bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan 
perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, 
Panakkukang, dan Rappocini.Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah kota 
Makassar terdiri dari. 
Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan 
pantai, membentang sepanjang koridor Barat dan Utara, lazim dikenal 
sebagai kota dengan ciri “Waterfront City”, di dalamnya mengalir beberapa 
sungai yang kesemuanya bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, 
Jeneberang, Pampang ). Sunga Jeneberang misalnya, yang mengalir 
melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara ke bagian selatan Kota 
Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 
m/detik). Sedangkan sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian 
utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira 
hanya mencapai 0-5 m/detik di musim kemarau. 
Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah 
dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan 
melebar hingga kearah Timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang 
dari arah selatan ke utara merupakan koridor utama kota yang termasuk 
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dalam jalur-jalur pengembangan, pertokoan, perkantoran, pendidikan dan 
pusat kegiatan industri di Makassar. Dari duasungai besar yang mengalir 
di dalam kota secara umum kondisinya belum banyak di manfaatkan, 
sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan terhadap sungai-sungai ini 
dimulai dari rencana bagaimana menjadikan sungai-sungai ini, sebagai 
daerah objek wisata hingga pada rencana bagaimana menjadikannya 
sebagai jalur alternative baru bagi transportasi kota. Hanya saja, sejalan 
dengan perkembangannya saat ini dinamika pengembangan wilayah 
dengan konsentrasi pembangunan seakan terus berlomba di atas lahan 
kota yang sudah semakin sempit dan terbatas. Sebagai imbasnya tidak 
sedikit lahan yang terpakai saat ini menjadi lain dalam peruntukannya, 
hanya karena lahan yang dibutuhkan selain sudah terbatas, juga karena 
secara rata-rata konsentrasi kegiatan pembangunan cenderung hanya 
pada satu ruang tertentu saja. 
Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, Kota Makassar 
termasuk daerah yang beriklim sedang sehingga tropis. Sepanjang 5 
tahun terakhir suhu udara rata-rata Kota Makassar berkisar antara 25º C 
sampai 33º C. curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, Januari, 
Februari dan Maret dengan rata-rata curah hujan 227 mm dan jumlah hari 
hujan bekisar 144 hari per tahun. Untuk daerah-daerah yang mendekati 
pegunungan, yaitu daerah sebelah timur, hujan basah cenderung sampai 




 Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia baik dari  
jumlah  penduduk yakni peringkat V (1,6 juta jiwa)ataupun dari segi 
pertumbuhanekonomi,laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada 
di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata 
pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9% bahkan pada 
tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai angka 
10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Makassar memicu gencarnya 
pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi. 
Berdasarkan data di atas menjadikan makassar salah satu target utama 
para pelaku usaha banyaknya perusahaan dan tingginya persaingan di 
Makassar membuat para pelaku usaha terus mencari cara agar dapat 
bersaing dan meningkatkan omset atau pendapatan salah satunya melalui 
Iklan atau reklame. 
B. Pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2013 
Fenomena reklame di seantero taman jalan Kota Makassar masih 
banyak ditemukan meski di sela itu terpajang papan bicara Perwali 
tentang larangan tersebut. Dalam perwali kota Makassar Nomor 18 Tahun 
2013 jelas larangan untuk memasang reklame atau sejenisnya di jalan-
jalan tertentu. Umumnya reklame yang terpasang adalah reklame komersil 
atau reklame yang kontennya iklan atau promosi. Dalam Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 17 Reklame 
yang dimaksud dalam konteks ini adalah benda, alat, perbuatan atau 
media yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya untuk tujuan 
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komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau 
memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang 
dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali 
yang dilakukan oleh Pemerintah.29 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 48  
1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan Reklame 
2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan Reklame. 
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung 
oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah 
orang pribadi atau Badan tersebut. 
4. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak 
ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame 
 Dalam Perwali Nomor 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa segala 
jenis reklame hanya dapat dipasang pada lokasi/tempat yang tercantum 
dalam izin, izin sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan pada lokasi-
lokasi seperti: halaman kantor pemerintah; halaman sekolah dan tempat 
ibadah; lokasi yang menghalangi rambu lalu lintas; trotoar; tiang 
lampu/listrik /tiang traffic light/ tiang telepon; pohon dan tanaman 
pelindung dan melintang di atas jalan.  
                                                          
29Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2005 Tentang retribusi penggunaan tanah dan 
atau bangunan yang dikuasai pemerintah daerah untuk pemasangan reklame 
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Dari segi jenisnya Reklame terbagi atas 2 : 
1. Reklame Permanen: reklame yang berupa Megatron, Videotron, 
Reklame billboard, Reklame papan dan sejenisnya yang 
pembayarannya ditentukan setiap tahun. 
2. Reklame Insidentil: adalah reklame yang berupa Spanduk, Baliho, 
Banner, Reklame kain dan reklame sejenisnya yang izin 
pemasangannya maksimal 1 bulan.  
 Dari hasil pengamatan penulis dan fakta empiris pada jalan-jalan 
yang di larang, di Kota Makassar terdapat banyak reklame yang dipasang 
sementara tempat pemasangan tersebut dilarang dalam peraturan 
Walikota yang khusus mengatur tentang lokasi pelarangan pemasangan 
reklame khususnya reklame insidentil. Contohnya, di taman Jl Ujung 
Pandang, di taman Jl Boulevard Panakkukang, Jl AP Pettarani, sepanjang 
Jl Ahmad Yani depan kantor Balaikota Makassar, taman Jl tentara Pelajar, 
Jl Pengayoman, Jl Urip Sumoharjo, Jl Sultan Alauddin, Jl Perintis 
Kemerdekaan, dan taman jalan lainnya  Apalagi di persimpangan Jl Sultan 
Alauddin-Jl AP Pettarani, taman "tenggelam" akibat dominasi baliho 
padahal pada Perwali sudah dilarang pemasangan berupa; Umbul-umbul, 
Spanduk, Baliho, Banner, Reklame kain dan sejenisnya. Akan tetapi yang 
jadi permasalahan adalah bahwa pelaksanaan perwali ini juga di sisi lain 
merupakan tanggung jawab Dinas pendapatan daerah kota Makassar 
dalam hal penataan pemasangan reklame dan pemberi izin yang 
diharapkan mampu menyumbang retribusi terhadap PAD Kota Makassar. 
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Ini merupakan suatu konflik antara SKPD kota Makassar dalam hal 
kewenangan dalam penataan dan pengelolaan yang orientasinya 
berbeda. 
 Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan 
kepala bidang reklame Andi Asminullah pada tanggal 2 Agustus 2016 
yang menyatakan bahwa :30 
“Sebenarnya larangan tersebut sudah dimuat dalam Perwali dan 
sudah di sosialisasikan tempat yang dilarang untuk memasang 
reklame komersil atau baliho, Karena dispenda memungut 
pajaknya, tanggungjawab yang melekat bagi siapapun yang 
memasang, baik itu di taman jalan, itu dikenakan pajak. Tahun ini 
kami ditarget Rp 37 Miliar." 
 
Hal ini perlu perhatian dari SKPD, terkait pelaksanaan Perwali 
Tersebut adalah rentannya Perwali ini dilanggar karna kurangnya Dinas 
yang terlibat didalamnya. Hal tersebut di dukung oleh Kabid Reklame Pak 
Andi Asminullah pada tanggal 02 Agustus 2016  yang mengatakan:  
”dari ujung ke ujung Makassar, itu hanya satu di dispenda yang 
mengurus ini, yang menata dan memungut pajaknya, itu hanya 
saya kepala bidang reklame eselon tiga. Kepala Dinas hanya 
memantau, kita perlu mencontoh kota lain seperti Surabaya yang 
yang tamannya bersih dari reklame dan dinaungi oleh tiga dinas. 
 Terkait dengan pelaksanaan perwali nomor 18 tahun 2013 yang 
perlu diperhatikan juga oleh pihak yang diberikan wewenang dalam hal ini 
adalah Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar adalah substansi 
hukum yang terkandung dalam perwali tersebut. Substansi hukum 
merupakan faktor pendukung terhadap ketaatan pemerintah dan 




masyarakat dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang berkenaan 
dengan filosofi pembangunan kota Makassar yang mengedepankan sisi 
estetika. Substansi hukum yang dimuat harus dijabarkan lebih konkret 
dalam aturan yang lebih spesifik dan realistis untuk diterapkan. Hal 
tersebut harus diatur secara substantif mengenai pertimbangan, 
ketentuan-ketentuan yang berlaku, strategi kebijakan yang diambil, 
pengenaan sanksi dari suatu pelanggaran yang tidak berkenaan atau 
bertentangan dengan ketentuan dari perwali yang berlaku.  
Selain itu yang perlu dipertegas adalah bahwa keberadaan taman 
jalan merupakan salah satu bentuk wujud dari ruang publik (Public 
Space). Ruang publik merupakan hak dasar dari setiap masyarakat. Dan 
sebagai indikator kemajuan suatu kota.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 08 Agustus 
2016 dengan Sekretaris Dinas Pertamanan Kota Makassar Ir. Agus Djaja 
Said mengatakan bahwa :31 
“Pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2013 merupakan salah 
satu bentuk pelayanan publik terhadap warga kota Makassar, 
diharapkan dengan pelaksanaan perwali ini ruang publik di kota 
Makassar akan bertambah, hal ini juga sejalan dengan filosofi 
pembangunan Kota Makassar, sejauh ini salah satu program 
andalan yang efektif adalah pelayanan mobil sampah, ke depan 
kita akan mengusahakan bagaimana supaya perwali ini lebih efektif 
khususnya mengenai sanksi”.  
 
Disamping itu, ruang publik memiliki manfaat kesehatan dimana 
tempat informasi dan formal bagi kegiatan fisik atau olah raga sehingga 
dapat mengurangi tingkat stres masyarakat perkotaan. Ruang publik 




sering diartikan sebagai ruang terbuka hijau atau taman. Namun ruang 
publik tidak hanya mencakup ruang terbuka hijau atau taman saja, namun 
juga termasuk museum, bandara, perpustakaan, pantai, alun-alun, 
jalanan, parkir, kampus dan fasilitas-fasilitas komersil lainnya.32 
Tujuan utama adanya Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 
adalah agar terciptanya keindahan dan kebersihan kota Makassar yang 
terlihat semrawut karena adanya pemasangan reklame yang tidak teratur 
dan itu merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusi oleh 
Dinas yang terkait. Sekretaris Dinas Pertamanan yang juga mantan 
kepala bidang reklame Ir. Agus Djaja Said mengatakan dalam wawancara 
dengan penulis  
“ya itulah masalahnya karna target pendapatan Dinas PAD 
sangat tinggi jadi Perwali tersebut susah juga klo mau di jalankan 
100%. Itulah tugas kami selaku Dinas yang terkait dalam 
pelaksanaan Perwali ini, perlu adanya stand/tempat permanen 
untuk pemasangan reklame khususnya reklame insidentil yang 
dimana vendor atau perusahaan tidak dapat memasang diluar dari 
tempat yang disediakan dan bagaimana supaya itu terlihat seperti 
bagian dari taman jalan alias tidak mengganggu sisi estetika dan 
kebersihan 
 
Menurut Penulis yang salah satu faktor mempengaruhi 
pelaksanaan perwali tersebut adalah terjadinya deviasi. Deviasi atau 
simpangan adalah munculnya fenomena lebih dominannya fungsi 
penunjang yaitu fungsi perdagangan atau orientasi profit daripada fungsi 
utama di setiap kawasan. Lebih dominannya fungsi penunjang yaitu fungsi 
                                                          
32 http://www.kompasiana.com/missrinna/anjungan-pantai-losari-pesona-dan-dilema-ruang-
publik-kota-makassar_560a9b434523bde01543bd4c Diakses pada 28 Juli 2016 Pukul 22:30.   
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perdagangan daripada fungsi utama termasuk dalam hal orientasi profit 
dari pengelolaan reklame di setiap kawasan karena aparat Pemerintah 
Kota Makassar tidak mengkaji secara teknis dan sosial tingkat kebutuhan 
masyarakat terhadap sarana di setiap kawasan. Kajian teknis dan sosial 
pada tiap kawasan ini penting oleh karena di dalamnya terdapat analisis-
analisis tentang tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah yang 
dikaitkan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fungsi-fungsi 
perdagangan sehingga dengan adanya kajian teknis dan sosial ini menjadi 
pedoman bagi pihak yang ikut terlibat dalam penataan reklame di kota 
Makassar.33 
 Sebagai kesimpulan bahwa dinas yang berwenang dalam penegakan 
peraturan walikota nomor 18 Tahun 2013 agar lebih responsif dalam 
menanggapi segala bentuk deviasi dari aturan yang ada. Keberadaan 
taman jalan yang bersih dari iklan-iklan komersil selain mengganggu 
keindahan kota perlu perhatian khusus agar hak dasar masyarakat dalam 
pemenuhan ruang publik. Pelaksanaan harus terukur dengan indikator-
indikator yang sudah ditetapkan supaya taman jalan tetap menjadi area 
publik yang bisa dinikmati oleh keseluruhan warga kota Makassar. 
Dengan perhatian yang lebih serius dari pemerintah kota Makassar maka 
                                                          
33  Fatmasari.Dkk. Tanpa Tahun. Pemanfaatan Tanah Untuk Kawasan Permukiman 





bukan suatu hal yang mustahil tagline “Makassar Kota Dunia” adalah 
suatu hal yang mungkin bisa diwujudkan.  
C. Koordinasi antar SKPD dalam penataan iklan dan baliho di 
taman jalan.  
Secara normatif, koordinasi bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk 
kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan 
menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda 
agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara 
fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif 
spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja 
 Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling  
berhubungan dan melengkapi karena koordinasi hanya dapat tercapai 
sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. 
Hubungan kerja adalah suatu bentuk administrasi yang membantu 
tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir 
daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi 
dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). 
Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan 
dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi 
bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas 
organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. 
Koordinasi antar lembaga dalam rangka penataan ruang di Kota 
Makassar menurut analisis penulis masih kurang efektif, Berdasarkan teori 
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koordinasi yang dikemukakan oleh George R. Terry menyatakan bahwa 
pada dasarnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, 
pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang 
sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses atau rangkaian 
kegiatan yang  menghubungkan dan bertujuan untuk menyelaraskan tiap 
langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat 
dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.34 
Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa 
koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai 
kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang 
berbeda-pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan 
antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan 
dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan 
bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak 
keberhasilan pihak yang lain. 
Dalam hal penataan ruang public (Public Space) diperlukan adanya 
koordinasi antara dinas yang satu dengan dinas yang lain. Koordinasi ini 
bertujuan agar program pemerintah kota dapat berjalan secara 
berkesinambungan. Dalam hal penataan taman jalan terkait dengan 
pelarangan untuk melakukan pemasangan di ruas-ruas jalan tertentu 
merupakan tanggung jawab dinas kebersihan dan pertamanan kota 
                                                          
34Bratakusumah, Deddy Supriyadi, Riyadi, (2009), Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 
Jakarta: Pustaka Kary. Hlm 41.  
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Makassar. Akan tetapi di sisi lain pemasangan iklan ini juga merupakan 
bagian dari program dinas pendapatan daerah dalam menargetkan 
pendapatan asli daerah dari kontribusi pemasangan iklan atau reklame. 
Di bawah ini penulis melampirkan dua bagan yang berhubungan 
dengan pelayanan reklame Permanen dan Insidentil. Alur pelayanan 
tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Pendapatan Daerah.   
ALUR PELAYANAN PAJAK REKLAME PERMANEN  
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Seksi Penetapan             
Membuat Nota Perhitungan dan 
menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak (SKPD) 
Wajib Pajak                
melakukan pengambilan ijin 
reklame pada                         
Badan Perisinan 
Pajak telah lunas? Perisinan  
Menerbitkan Surat Isin 
pemasangan Reklame 
dan Stiker Reklame 
Walikota Makassar 
Menerbitkan Surat Isin Prinsip 




















Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar  
 Menurut penulis koordinasi dalam hal pelaksanaan Perwali efektif 
pada saat terjadi pemberian izin reklame permanen dimana prosedurnya 
bisa dilihat pada bagan yang dilampirkan diatas, seperti pada saat vendor 
atau perusahaan mengajukan sampai proses pemasangan terdapat cukup 
banyak Instansi/SKPD yang terlibat. Hal itu juga sejalan dengan 
wawancara penulis dengan Staf Dinas PAD bidang III reklame, Alamsyah 
Rauf pada tanggal 11 Agustus yang mengatakan: 
WP mengajukan permohonan 
penyelenggaraan Reklame 
kepada Kadispenda melalui 
Sekretariat Dispenda 
Pajak telah lunas? 
Dispenda             
menerbitkan Surat Isin 
Pemasangan Reklame 
Legalisasi Reklame 
WP                              
melakukan pembayaran di 
loket Pembayaran sesuai 
dengan SKPD 
Saksi penetapan      
Membuat Nota Perhitungan 
dan Menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak (SKPD) 
WP                      
melakukan pengambilan 
isin reklame dan reklame 
yang sudah dilegalisasi 
Seksi Administrasi Umum 
Mengimput permohonan wajib                                      





Bidang III Pajak Reklame 
melakukan pengecekan lokasi 
dan harus sesuai dengan lokasi         
yang dimohonkan dan  





“Prosedur permohonan sampai pemasangan reklame permanen 
dititik sebagaimana yang diajukan pemohon/WP cukup lama dan 
melibatkan balaikota dan Tim 7 yakni, Dinas PAD, Kebersihan dan 
Pertamanan, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas PU, 
Sat Pol PP, dan Kecamatan setempat. Tim 7 juga diturunkan jika 
ada kegiatan seperti Pemilihan Kepala Daerah untuk menertibkan 
baliho”. 
 
 Dari pernyataan dan bagan diatas dapat dilihat koordinasi yang 
melibatkan SKPD yang tentunya sangat bagus dalam hal menjalankan 
roda pemerintahan Kota Makassar. 
 Hal yang bertentangan justru terjadi pada pemasangan dan 
pemberian izin reklame insidentil dapat dilihat dibagan dan hasil 
wawancara sebelumnya dimana Dinas PAD sebagai SKPD dalam 
pemberian izin, penataan, penarik pajak bahkan jika ada yang melanggar 
turut juga menertibkan bersama dinas kebersihan dan pertamanan. 
 Dinas yang berkaitan dengan permasalahan ini harus 
berkoordinasi untuk menghindari adanya konflik kewenangan antar satuan 
kerja perangkat daerah kota Makassar.  Konflik kewenangan ini bisa 
menghambat program yang dicanangkan oleh pemerintah kota Makassar. 
Analisis sederhananya dapat di amati bagaimana antara dinas yang satu 
dengan dinas yang lain kurang koordinasi dengan mengamati bagaimana 
penataan reklame terlihat semrawut. Menurut Kasi pengawas reklame 
kota Makassar, Husni Mubarak pada tanggal 06 Agustus 2016;35 
Terkait dengan peraturan wali kota (perwali) Nomor 18 Tahun 2013 
tentang larangan memasang reklame, baliho, umbul-umbul iklan 
dan semacamnya di taman jalan, bisa ditegakkan. Hanya saja kami 
di Target pendapat pajak reklame tiap tahun, Soal reklame di 




taman, ya kami kejar target pajak, tahun lalu pajak reklame dan 
semacamnya yang kami pungut mencapai Rp 28 miliar, target 55 
miliar. Tahun ini, kami ditarget Rp 37 miliar. Sampai bulan ini kami 
baru capai pajaknya 60%. 
 
Dari hasil wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa 
dibutuhkan suatu Koordinasi Fungsional antara satu kerja dalam ruang 
lingkup pemerintah kota Makassar dalam penyelarasan kerjasama secara 
harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan 
dalam fungsi pekerjaan dalam konteks ini tentang masalah pengaturan 
penanganan reklame.  
Dinas harus dikembalikan pada Tugas Pokok dan Fungsi masing-
masing, serta perlu melibatkan lebih jauh lagi SKPD yang berwenang 
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Satpol PP 
selaku pelaksana Perda.   
Menurutnya Walikota Ramdhan Pomanto saat ini banyaknya 
reklame yang tidak teratur di bagian kota, penataan reklame  juga 
merupakan hal yang rantasa (jorok), dan harus dibenahi. "Akan dilakukan 
penataan kembali, dari segi jarak, besaran reklame, dan juga titik-titik 
yang dibolehkan, sehingga tidak berserakan di seluruh bagian kota. Hal itu 
disampaikan beberapa waktu yang lalu saat sosialisasi kepatutan wajib 
pajak reklame yang digelar oleh Dinas Pendapatan Daerah kota 
Makassar. Sebagai langkah awal pemerintah akan diberlakukan di jalan 
rappocini, selain karena pertimbangan kesemrawutan reklame jenis 
papan, billboard, kain, ataupun stiker, juga dikarenakan karena tingkat 
kemacetan di jalan rappocini cukup tinggi, "Penataan ini tentunya akan 
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memberi pengaruh pada penataan reklame, mengurai kemacetan, 
penanganan sampah, juga penghijauan," ujar Danny.36 
Selain itu, Danny pun menambahkan moratorium yang akan 
dilakukan tidak dilakukan secara sekaligus di seluruh Kota, tetapi akan 
berjalan tuntas, "Akan dilakukan secara bertahap, namun tuntas di seluruh 
wilayah kota Makassar," ungkapnya. Penataan reklame menjadi salah 
satu alternatif yang diambil Danny, untuk menata kota Makassar menuju 
kota dunia yang nyaman untuk dihuni, dan untuk penataan reklame, 
Danny telah memiliki master plan yang akan diterapkan, "Melalui 
sosialisasi ini, saya ingin mendapat pandangan dari teman teman asosiasi 
reklame, karena saat ini Makassar telah memasuki ambang krisis 
sehingga memerlukan pengaturan yang lebih ketat," tambahnya. 
Sebagai percontohan, Danny mencontohkan model reklame yang 
ada di Italia, menurutnya jika reklame ditata dengan lebih teratur 
membuka peluang Makassar mampu mendapatkan potensi penghasilan 
hingga 2,8 Miliar per hari. "Jika ini benar-benar terealisasi, target PAD 1 
Triliun menjadi hal yang sangat memungkinkan" ujarnya. Namun selain 
pada penataan, Danny pun menekankan kepada para pengusaha reklame 
untuk taat untuk membayar pajak, "Tunggakan-tunggakan pajak harus 
segera diselesaikan, dengan sosialisasi ini diharapkan mampu 
memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan 
dan kedepan dapat membayar pajak tepat waktu," tekannya. Kepala 
                                                          
36 http://makassarkota.go.id/berita-318-pemkot-makassar-akan-terapkan-moratorium-untuk-
reklame.html dikutip pada tanggal 29 Juli 2016 Pukul 21:00.  
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Dinas Pendapatan Daerah sebelumnya Takdir Hasan Saleh 
mengungkapkan saat ini dari reklame Makassar memperoleh penghasilan 
sebesar 20 Miliar, dengan target di 2014 sebesar 34 Miliar, "Saat ini telah 
mencapai 20 Miliar untuk reklame dan ditargetkan di tahun ini (2015-2016) 
mencapai 34 Miliar. Perencanaan ini tentu membutuhkan dukungan 
semua pihak khususnya SKPD pemerintah kota Makassar dalam 
membenahi sistem kerja yang tertata dan terkoordinasi dengan baik. 
Dengan cara seperti itu maka pemenuhan ruang publik yang memadai 
dan bisa dinikmati oleh semua warga Makassar akan terwujud.  
D. Implikasi Hukum Perwali Nomor 18 Tahun 2013 dan Pengaruhnya 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintahan daerah di era 
otonomi saat sekarang ini adalah persoalan dana. keterbatasan dana di 
daerah masih menjadi masalah yang sangat krusial yang di perkirakan 
dapat menghilangkan esensi otonomi daerah. Beberapa daerah 
mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan 
daerahnya, khususnya daerah yang potensi sumber daya alamnya tidak 
cukup memadai. Untuk mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa 
daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (PERDA) atau 
Peraturan Walikota (PERWALI) untuk daerah Kota sebagai dasar untuk 
mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan daerah untuk melaksanakan 
otonomi di tentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang 
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terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel 
penunja ng yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta 
variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum. 
Menurut UU RI NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pusat dan Daerah menyatakan tentang pengertian 
Pendapatan Asli Daerah, yaitu:  
“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 
perwujudan asas desentralisasi.” 
 
Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh 
pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di 
daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan 
yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau 
potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah 
didalam memperoleh pendapatan daerah. Untuk kota Makassar salah 
satu objek pajak adalah pemasangan reklame. Reklame ini yang 
memberikan kontribusi terhadap pemasukan PAD. 
 Sementara untuk pengertian Pajak Reklame dan Reklame 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 
Tentang Pajak Daerah Bab I Pasal 1 angka 16 dan 17 adalah:37 
“Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”. 
                                                          
37Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.  
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“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk 
menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, 
yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 
oleh umum”. 
 
Dalam Negara hukum yang mengikuti tradisi Civil Law seperti 
halnya Indonesia peraturan Perundang-undangan mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara agar kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan secara tertib dan teratur 
karena adanya kepastian hukum, terpenuhinya rasa keadilan dalam 
rangka mewujudkan kesejahteraa bersama. Peraturan Perundang-
undangan disusun secara hierarkis, berjenjang dari yang tertinggi sampai 
yang terendah. Kekuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan 
kedudukannya dalam hierarki. 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 
a.   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
b.   Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c.   Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-     
Undang; 
d.   Peraturan Pemerintah; 
e.   Peraturan Presiden; 
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f.     Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g.    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Sedangkan Peraturan Walikota dimuat dalam pasal 8 ayat 1 dan 2: 
1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 
Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi 
yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 
setingkat. 
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang diperintahakan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 
 
Dasar Hukum pengaturan pemasangan Reklame; 
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. 
- Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 
- Perwali Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pengaturan 
Pemasangan Reklame.  
 Dalam hal implikasi hukum dan penerapannya pihak berwenang 
dalam hal ini Dinas PAD dan Dinas Kebersihan boleh melakukan 
penyidikan sesuai dengan BAB II tentang Hal-hal Khusus Undang-Undang 
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Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan huruf B nomor (218) dan (219) yang menyebutkan Ketentuan 
penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang, Peraturan 
Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
  
218). Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan 
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga 
pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik 
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, Peraturan 
Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  
 
219). Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat 
tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar 




Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama  
kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan untuk 
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap 
ketentuanketentuan dalam Undang-Undang (Peraturan Daerah 
Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) ini. 
 
 Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 yang merupakan 
sumber hukum Perwali Nomor 18 Tahun 2013 mengatur ketentuan 
penyidikan oleh pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah di 
atur pada BAB XXI tentang Penyidikan pasal (105) ayat (1) dan (2)  
(1)   Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 





Pihak yang melanggar Perwali ini dan dapat dikenai sanksi berupa sanksi 
administratif berupa:  -Teguran 
     - Denda 
     -Pembekuan izin 
     -Pencabutan izin 
 Adapun sanksi Pidana Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 15 ayat  (1) dan 
(2) 
1. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat 
dalam: 
a) Undang-Undang; 
b) Peraturan Daerah Provinsi; atau 
c) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.  
2. Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan 
huruf c berupa ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah). 
 Setelah Penulis Melakukan pengambilan data dan wawancara 
disimpulkan sanksi yang selama ini diterapkan terhadap Peraturan 
Walikota Nomor 18 Tahun 2013 hanya berupa sanksi administratif yaitu  
berupa teguran dan denda. Hal itu sesuai dengan asas ultimum remedium 
dimana pelanggaran norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang 
hukum tata negara dan hukum tata usaha negara pertama-tama harus 
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ditanggapi dengan sanksi administrasi dan sanksi perdata, apabila sanksi 
administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan 
maka baru baru diadakan sanksi pidana 
 Pengaruh penerapan Perwali Nomor 18 Tahun 2013 terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar terkait berlakunya Perwali ini 
tidak signifikan. Dari hasil penelusuran penulis terkait dengan kontribusi 
pajak reklame, pajak reklame memiliki dampak terhadap pertumbuhan 
pendapatan asli daerah (PAD), terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun, 
hanya saja dispenda juga menaikkan target tiap tahun. Secara persentase 
jika diamati terdapat penurunan hanya saja nominal atau target yang 
dipasang juga dinaikkan sampai dari tahun sebelumnya. 
Kontribusi Pajak Reklame Tahun 2012-2015 






2013 30.129.406.150 27.407.383.053 108.97 
2014 34.668.380.000 27.996.121.950 81.38 
2015 
55.709.271.250 28.156.235.430 51.54 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.  
 Dari Tabel diatas bisa dilihat pendapatan Dinas PAD meningkat 
dari tahun ketahun mulai dari sebelum berlakunya Perwali tersebut dan 
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tahun berlakunya yakni 2013 dan tahun-tahun setelahnya dan bisa ditarik 
satu pendapat yakni Perwali tersebut tidak berdampak pada sisi 
pendapatan yang seharusnya jika Perwali itu dijalankan dengan baik pasti 
berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Bidang Reklame, Maka 
apabila terdapat kebijakan untuk mengurangi tempat atau lokasi-lokasi 
tertentu terkait dengan larangan pemasangan reklame maka secara 
otomatis pendapatan asli daerah dari sisi kontribusi pajak reklame secara 
otomatis akan berkurang. Di sisi lain jika aturan Perwali Nomor 18 Tahun 
2013 tidak diterapkan secara efektif juga memiliki dampak terhadap sisi 
estetika atau kebersihan dan keindahan kota. Hal yang kontradiktif 
tersebut kemudian yang membutuhkan aturan lebih lanjut dalam bentuk 
win-win solution antara SKPD dalam kota Makassar agar program kerja 
tidak saling bertabrakan yang berimplikasi terhadap kinerja. Maka ke 
depan langkah yang perlu dilakukan dengan merevisi aturan perwali, 
bagaimana agar koordinasi antara SKPD lebih maksimal dan beorientasi 














1. Perwali Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur tentang larangan 
memasang reklame di taman jalan masih sering dilanggar atau 
tidak efektif hal ini disebabkan kurangnya Dinas yang terkait dalam 
pelaksanaan Perwali tersebut serta adanya kewenangan yang 
diberikan kepada SKPD dalam pelaksanaan Perwali tidak sesuai 
tugas pokok dan fungsi dari SKPD tersebut.  
2. Dalam Hal Pemberian izin memasang Reklame Insidentil di Taman 
Jalan ada dibawah wewenang Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota 
Makassar yang juga sebagai penentu dan penarik besaran pajak 
dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota sebagai pengawas 
dan penjaga taman jalan. Koordinasi terhadap pelaksanaan Perwali 
Nomor 18 tahun 2013 tentang larangan memasang iklan atau 
baliho di taman jalan sangat sulit dijalankan karna kesalahan 
wewenang ada pada awal prosedur pemberian izin pemasangan 
reklame. 
3. Implikasi Hukum dari pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2013 
meniscayakan perlunya perubahan atau revisi materil dari perwali 
yang mengatur tentang pelaksanaan pengaturan dan penataan 
taman jalan yang masih lemah dalam hal kewenangan,sanksi serta 
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petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Peraturan Walikota 
tersebut. 
B. Saran  
1. Dalam pelaksanaan Perwali Nomor 18 Tahun 2013 di harapkan 
agar SKPD yang berwenang diberikan wewenang sesuai Tugas 
pokok dan fungsi masing-masing. serta perlu keterlibatan SKPD 
lain dalam prosedur pemberian izin, penetapan pajak, pengawasan, 
serta pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar.  
2. Diharapkan agar lebih efektifnya pelaksanaan pengaturan 
pemasangan reklame agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Kota Makassar banyak terlibat dan saling berkoordinasi dan 
bersinergi khususnya antara Dinas kebersihan dan pertamanan, 
Dinas tata ruang, Dinas pendapatan daerah serta semua 
stakeholder yang berkepentingan dalam hal pemasangan reklame. 
3. Diharapkan agar ke depan ada perubahan atau revisi oleh 
pemerintah kota Makassat terkait dengan Perwali yang lebih 
fleksibel yang memberikan wewenang kepada beberapa Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki keterkaitan dalam 
hal pengaturan pemasangan iklan di kota Makassar, serta memuat 
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